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	Abstract: The management of Civil Servants (Aparatur Sipil Negara / ASN) is a strategic aspect of regional governance because it directly affects the quality of public services and the success of bureaucratic reform. The Regional Personnel and Human Resource Development Agency (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia / BKPSDM) plays a central role in implementing ASN management functions, including workforce planning, competency development, performance appraisal, and career management. However, Deiyai Regency continues to face several challenges in ASN management, including low employee discipline, suboptimal implementation of e-performance systems, limited competency development programs, manual credit point assessment (Penetapan Angka Kredit / PAK), weak integration of personnel data, and limited institutional capacity of BKPSDM personnel. These conditions indicate a gap between the demands of merit-based and digitally supported ASN management and the realities of implementation at the regional level.
This study aims to evaluate the performance of BKPSDM personnel in Deiyai Regency in improving ASN management governance. The study employs a qualitative approach with an evaluative research design. Data are collected through interviews, observation, and documentation, while data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity is ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking.
This research applies good governance as the grand theory, emphasizing the principles of accountability, transparency, effectiveness, efficiency, responsiveness, and rule of law in public governance. The performance evaluation of BKPSDM is analyzed through the dimensions of effectiveness, efficiency, service quality, responsiveness, and accountability to assess the extent to which personnel performance supports the implementation of merit-based ASN management in Deiyai Regency. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of BKPSDM performance and serve as a basis for strategic recommendations to improve ASN management governance and strengthen bureaucratic reform in Deiyai Regency.
Keywords: performance evaluation, BKPSDM, civil servants, good governance, merit system, ASN management governance.


Abstrak: . Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberhasilan reformasi birokrasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran sentral dalam melaksanakan fungsi manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pengelolaan karier ASN. Namun demikian, Kabupaten Deiyai masih menghadapi berbagai persoalan dalam pengelolaan ASN, antara lain rendahnya disiplin ASN, implementasi e-kinerja yang belum optimal, keterbatasan pengembangan kompetensi, sistem penetapan angka kredit (PAK) yang masih manual, lemahnya integrasi data kepegawaian, serta keterbatasan kapasitas aparatur BKPSDM. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan manajemen ASN berbasis sistem merit dan digitalisasi birokrasi dengan realitas implementasinya di daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan tata kelola manajemen ASN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check.
Penelitian ini menggunakan good governance sebagai grand theory yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kepatuhan hukum dalam tata kelola pemerintahan. Evaluasi kinerja BKPSDM dianalisis melalui dimensi efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas untuk menilai sejauh mana kinerja aparatur mendukung implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit di Kabupaten Deiyai. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja BKPSDM serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi peningkatan tata kelola manajemen ASN dan penguatan reformasi birokrasi di Kabupaten Deiyai.
Kata Kunci: evaluasi kinerja, BKPSDM, ASN, good governance, sistem merit, tata kelola manajemen ASN.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkualitas, dan berintegritas. Kinerja ASN berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, karena ASN menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta pemberian layanan kepada masyarakat. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola, membina, dan mengembangkan ASN agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
Dalam konteks tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memegang peranan strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap manajemen ASN. BKPSDM melaksanakan berbagai fungsi kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengelolaan karier, promosi dan mutasi, hingga pemberhentian ASN. Dengan cakupan tugas yang luas tersebut, kualitas kinerja aparatur BKPSDM sangat menentukan keberhasilan tata kelola manajemen ASN secara keseluruhan di lingkungan pemerintah daerah.
Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan ASN yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi manajemen kepegawaian. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa persoalan utama, yaitu rendahnya tingkat kedisiplinan ASN terutama dalam aspek kehadiran dan kepatuhan kerja, belum optimalnya sistem penilaian kinerja berbasis data melalui implementasi e-kinerja, keterbatasan program pengembangan kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penetapan angka kredit (PAK) yang masih dilakukan secara manual dan rentan kesalahan administratif, belum terintegrasinya data kepegawaian secara menyeluruh, serta keterbatasan kapasitas aparatur BKPSDM dalam menjalankan fungsi manajemen ASN secara profesional dan adaptif terhadap perubahan.
Fenomena empiris tersebut diperkuat oleh berbagai fakta lapangan pada tahun 2026. Inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Deiyai, Melkianus Mote, menemukan sejumlah ASN dan CPNS tidak masuk kantor pascalibur panjang sehingga memicu evaluasi dan rotasi jabatan eselon III dan IV. Dalam apel gabungan ASN, pemerintah daerah juga memberikan teguran terkait kedisiplinan, etika kerja, dan kerapian aparatur. Pada sisi lain, penerapan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) untuk mendukung absensi digital dan pengelolaan kepegawaian masih menghadapi kendala geografis serta keterbatasan infrastruktur yang menjadi karakteristik wilayah Papua. Upaya penguatan sumber daya manusia melalui pengisian formasi CPNS dan penerapan evaluasi e-kinerja juga menunjukkan bahwa sebagian ASN belum memenuhi standar kinerja yang dipersyaratkan sehingga pelantikan tertunda. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara tuntutan manajemen ASN modern berbasis digital dan sistem merit dengan realitas implementasinya di Kabupaten Deiyai.
Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut menegaskan perlunya reformasi manajemen ASN melalui penerapan sistem merit, digitalisasi tata kelola kepegawaian, penguatan akuntabilitas birokrasi, pengembangan manajemen talenta, serta pembentukan aparatur yang profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut pada daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur seperti Kabupaten Deiyai masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini menunjukkan adanya policy implementation gap, yakni kesenjangan antara kebijakan normatif yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kapasitas implementasi pada tingkat daerah.
Di sisi lain, berbagai penelitian terdahulu mengenai tata kelola pemerintahan di wilayah Papua umumnya lebih berfokus pada pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, maupun pengelolaan administrasi pemerintahan secara umum. Kajian yang secara khusus mengevaluasi kinerja BKPSDM dalam menjalankan fungsi manajemen ASN, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang ASN Tahun 2023, digitalisasi kepegawaian, integrasi data ASN, serta penerapan e-kinerja dan PAK digital pada wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap sekaligus ruang kebaruan (novelty) yang penting untuk diisi melalui penelitian ini.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ASN tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif kepegawaian, melainkan juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan (good governance). Prinsip-prinsip good governance menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks manajemen ASN, BKPSDM merupakan institusi strategis yang berfungsi memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan melalui sistem merit, pengelolaan kinerja yang objektif, serta pelayanan kepegawaian yang profesional. Oleh karena itu, belum optimalnya kinerja BKPSDM dapat dipandang sebagai indikator belum optimalnya praktik tata kelola pemerintahan pada aspek manajemen sumber daya aparatur.
Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat baik secara praktis, kebijakan, maupun akademik. Secara praktis, BKPSDM merupakan jantung pengelolaan ASN yang menentukan kualitas pembinaan pegawai dan secara langsung memengaruhi efektivitas pelayanan publik serta keberhasilan reformasi birokrasi daerah. Ketidakoptimalan kinerja BKPSDM berpotensi menimbulkan rendahnya disiplin ASN, lemahnya pengembangan karier, dan menurunnya kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat. Secara kebijakan, implementasi Undang-Undang ASN Tahun 2023 menuntut transformasi tata kelola ASN melalui penerapan merit system, digital governance, dan talent management. Tanpa evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja BKPSDM, implementasi regulasi tersebut berisiko bersifat administratif dan formalitas semata tanpa menghasilkan perbaikan berbasis bukti (evidence-based improvement). Sementara itu, secara akademik, masih terbatasnya penelitian yang mengevaluasi kinerja BKPSDM pada wilayah Papua dan daerah 3T menjadikan penelitian ini penting untuk memperkaya khazanah administrasi publik, khususnya terkait evaluasi kelembagaan kepegawaian daerah dan implementasi kebijakan manajemen ASN pada wilayah dengan karakteristik geografis serta kapasitas birokrasi yang berbeda.
Berdasarkan uraian tersebut, fenomena utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai belum optimalnya kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam menjalankan fungsi manajemen ASN di tengah tuntutan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan agenda digitalisasi birokrasi, yang tercermin melalui rendahnya disiplin ASN, belum optimalnya e-kinerja, lemahnya integrasi data kepegawaian, serta keterbatasan kapasitas aparatur BKPSDM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan tata kelola manajemen ASN melalui pendekatan multidimensi yang mencakup kepatuhan regulasi, implementasi sistem merit, pengelolaan kinerja, serta dampaknya terhadap kualitas ASN dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga isu utama sebagai berikut:
1.	Bagaimana kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam mengimplementasikan sistem penilaian kinerja ASN berbasis data e-kinerja?
2.	Apa saja hambatan kapasitas aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam pengembangan kompetensi dan integrasi data kepegawaian?
3.	Bagaimana kinerja aparatur BKPSDM dalam peningkatan kedisiplinan dan kualitas tata kelola manajemen ASN secara keseluruhan di Kabupaten Deiyai?
1.3 Tujuan 
Penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:
1.	Mengevaluasi kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam implementasi sistem penilaian kinerja ASN berbasis data.
2.	Mengidentifikasi hambatan kapasitas aparatur BKPSDM dalam pengembangan kompetensi dan integrasi data kepegawaian sesuai regulasi terbaru.
3.	Menganalisis dampak kinerja aparatur BKPSDM terhadap peningkatan kedisiplinan dan kualitas tata kelola manajemen ASN di Kabupaten Deiyai.
1.4 Manfaat 
Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:
Manfaat Teoritis:
Menyumbang pengetahuan baru tentang evaluasi kinerja BKPSDM dalam konteks otonomi daerah dan UU ASN 2023, yang dapat menjadi referensi bagi studi serupa di daerah lain.
Manfaat Praktis:
1.	Bagi BKPSDM Kabupaten Deiyai: Memberikan rekomendasi perbaikan proses manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
2.	Bagi Pemerintah Daerah: Dasar pengembangan kapasitas aparatur dan integrasi sistem digital kepegawaian.
3.	Bagi ASN dan Masyarakat: Mendorong pelayanan publik yang lebih profesional dan berkualitas melalui tata kelola ASN yang optimal.

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif, yang berfokus pada analisis kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan tata kelola manajemen ASN. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam kondisi nyata di lapangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat kinerja, serta keterkaitan dengan prinsip tata kelola ASN dan good governance.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Deiyai, dengan fokus pada unit-unit yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengelolaan data ASN. Waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih 2 bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.
3.3 Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian adalah aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dan ASN yang menjadi pengguna layanan kepegawaian. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam manajemen ASN, meliputi:
1.	Kepala BKPSDM.
2.	Kepala bidang/subbag terkait (perencanaan, pengadaan, pengembangan, kinerja, data).
3.	Staf pelaksana yang mengelola e-kinerja, PAK, dan data kepegawaian.
4.	Perwakilan ASN pengguna layanan BKPSDM.
Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan hingga tercapai kejenuhan data (data saturation), yaitu saat informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini terdiri atas:
1.	Data primer
Diperoleh langsung dari informan melalui:
1)	Wawancara mendalam mengenai kinerja aparatur, pelaksanaan fungsi BKPSDM, dan implementasi tata kelola manajemen ASN.
2)	Observasi proses pelayanan dan administrasi kepegawaian di BKPSDM. 
2.	Data sekunder
Diperoleh dari:
1)	Dokumen internal BKPSDM (struktur organisasi, uraian tugas, SOP, laporan kinerja, rekap kehadiran, data e-kinerja, data PAK).
2)	Peraturan perundang-undangan (UU ASN 2023, peraturan BKN, PermenPANRB terkait kinerja ASN).
3)	Penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi kinerja BKPSDM dan ASN. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1.	Wawancara Mendalam
Dilakukan secara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang mengacu pada dimensi evaluasi kinerja (efektivitas, efisiensi, kualitas, responsivitas, akuntabilitas), tata kelola ASN, dan prinsip good governance.
2.	Observasi
Observasi partisipatif atau non-partisipatif terhadap:
1)	Proses pelayanan kepegawaian (pengusulan, PAK, pengembangan kompetensi).
2)	Penggunaan sistem e-kinerja dan pengelolaan data kepegawaian.
3.	Studi Dokumentasi
Penelaahan dokumen seperti laporan kinerja, data kedisiplinan, dokumen PAK, SOP, serta peraturan terkait manajemen ASN dan BKPSDM. 
3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen utama penelitian sebagai instrumen kunci, yang dibantu dengan:
1.	Pedoman wawancara.
2.	Lembar observasi.
3.	Daftar checklist dokumen yang dikaji.
Instrumen disusun berdasarkan kajian teori tentang evaluasi kinerja, tata kelola ASN, manajemen kinerja, standar pelayanan publik, dan good governance untuk memastikan kesesuaian antara teori dan data lapangan. 
3.7 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi: 
1.	Reduksi Data
Seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian (kinerja aparatur BKPSDM, tata kelola ASN, faktor pendukung/penghambat).
2.	Penyajian Data 
Penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan.
3.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Menyusun temuan sementara, menguji konsistensi dengan data tambahan, dan merumuskan kesimpulan akhir serta rekomendasi.
Sejarah dan Kondisi Geografis Kabupaten Deiyai
Kabupaten Deiyai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang terbentuk berdasarkan kebijakan pemekaran daerah guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara geografis, Kabupaten Deiyai memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan kondisi topografi yang cukup menantang serta aksesibilitas yang terbatas pada beberapa wilayah distrik. Kondisi geografis tersebut turut memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian.
Luas wilayah dan persebaran penduduk Kabupaten Deiyai menunjukkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan publik. Sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan jaringan internet yang berdampak pada efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital.
4.1.2 Kondisi Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Deiyai
Pemerintah Kabupaten Deiyai terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sumber daya strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Deiyai menghadapi tantangan dalam pengelolaan ASN, terutama terkait disiplin pegawai, peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, serta adaptasi terhadap digitalisasi manajemen kepegawaian. Implementasi kebijakan nasional mengenai sistem merit dan reformasi birokrasi menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk melalui peran BKPSDM.
4.1.3 Profil BKPSDM Kabupaten Deiyai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deiyai merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BKPSDM memiliki fungsi utama yang meliputi:
1.	Perencanaan kebutuhan ASN;
2.	Pengadaan dan pengangkatan ASN;
3.	Pengembangan kompetensi ASN;
4.	Penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
5.	Pengelolaan data dan administrasi kepegawaian;
6.	Pembinaan disiplin dan manajemen karier ASN.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, BKPSDM dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi.
4.2 Evaluasi Kinerja Aparatur BKPSDM
Evaluasi kinerja aparatur BKPSDM dalam penelitian ini dianalisis menggunakan dimensi efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana BKPSDM menjalankan fungsi manajemen ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
4.2.1 Efektivitas Kinerja BKPSDM
Efektivitas kinerja berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam pengelolaan ASN. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BKPSDM telah berupaya melaksanakan fungsi kepegawaian melalui implementasi e-kinerja, pembinaan disiplin, serta pelayanan administrasi ASN. Namun demikian, pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan SDM, infrastruktur digital, dan tingkat kepatuhan ASN yang masih beragam.
4.2.2 Efisiensi Pelayanan Kepegawaian
Efisiensi mengacu pada kemampuan organisasi menggunakan sumber daya secara optimal. Penggunaan sistem digital seperti SIASN dan e-kinerja telah membantu percepatan beberapa layanan administrasi. Namun, efisiensi masih dipengaruhi oleh kendala jaringan internet, proses administrasi yang sebagian masih manual, serta keterbatasan operator teknis.
4.2.3 Kualitas Pelayanan BKPSDM
Kualitas pelayanan terlihat dari ketepatan, kejelasan, dan kemudahan pelayanan kepegawaian. Berdasarkan keterangan informan, pelayanan BKPSDM dinilai cukup membantu, terutama dalam pelayanan administrasi CPNS, PPPK, dan konsultasi kepegawaian. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan pada aspek kecepatan pelayanan dan integrasi informasi.
4.2.4 Responsivitas BKPSDM
Responsivitas menggambarkan kemampuan BKPSDM merespons kebutuhan dan keluhan ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap ASN maupun pelamar PPPK. Akan tetapi, respons pelayanan kadang dipengaruhi oleh jumlah SDM teknis serta kondisi geografis wilayah.
4.2.5 Akuntabilitas Kinerja BKPSDM
Akuntabilitas ditunjukkan melalui prosedur kerja, dokumentasi, serta pertanggungjawaban pelayanan. Implementasi e-kinerja, pelaporan administrasi, dan verifikasi data menunjukkan adanya upaya penguatan akuntabilitas. Namun, sistem pengelolaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi masih menjadi tantangan.
4.3 Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara
Tata kelola manajemen ASN dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan perspektif good governance dan sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan ASN.
4.3.1 Implementasi Sistem Merit
Penerapan sistem merit di Kabupaten Deiyai dilakukan melalui penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan karier ASN. BKPSDM telah berupaya mengarahkan manajemen ASN agar berbasis kompetensi dan kinerja, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala administratif dan teknis.
4.3.2 Digitalisasi Manajemen ASN
Digitalisasi dilakukan melalui penerapan SIASN dan e-kinerja sebagai instrumen pengelolaan ASN berbasis data. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan monitoring, namun belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan jaringan dan kemampuan teknis pengguna.
4.3.3 Good Governance dalam Manajemen ASN
Prinsip good governance tercermin melalui:
1.	Akuntabilitas — adanya pelaporan dan dokumentasi administrasi;
2.	Transparansi — keterbukaan informasi layanan kepegawaian;
3.	Efektivitas dan Efisiensi — pemanfaatan sistem digital;
4.	Responsivitas — pelayanan terhadap kebutuhan ASN;
5.	Rule of Law — pelaksanaan administrasi sesuai regulasi ASN.
Meski telah berjalan, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung.
4.4 Karakteristik Informan
Karakteristik informan penting disajikan untuk memberikan gambaran sumber data penelitian. Informan penelitian terdiri atas unsur pimpinan BKPSDM, pejabat teknis, staf pelaksana, ASN pengguna layanan, serta pelamar ASN.
Karakteristik informan tersebut menunjukkan bahwa penelitian memperoleh data dari berbagai perspektif, baik internal maupun eksternal BKPSDM, sehingga memperkuat validitas dan kedalaman analisis penelitian.
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja Aparatur BKPSDM dalam Implementasi Sistem Penilaian Kinerja ASN Berbasis E-Kinerja
Kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai dalam mengimplementasikan sistem penilaian kinerja ASN berbasis e-kinerja menunjukkan adanya perkembangan ke arah tata kelola kepegawaian yang lebih modern dan akuntabel. Implementasi sistem digital telah membantu proses monitoring, dokumentasi, dan penilaian kinerja ASN secara lebih terstruktur serta mendukung transparansi administrasi kepegawaian.
Namun demikian, pelaksanaan e-kinerja belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan jaringan internet, rendahnya konsistensi penginputan data oleh ASN, serta kemampuan teknis aparatur yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi kepegawaian masih berada pada tahap penyesuaian dan memerlukan penguatan sistem maupun kapasitas sumber daya manusia.
2. Hambatan Kapasitas Aparatur BKPSDM dalam Pengembangan Kompetensi dan Integrasi Data Kepegawaian
Hambatan utama yang dihadapi BKPSDM Kabupaten Deiyai berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparatur, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi teknis, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan integrasi data ASN.
Pengembangan kompetensi aparatur belum sepenuhnya dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, pengelolaan data kepegawaian masih menghadapi kendala sinkronisasi, validasi, serta pembaruan data yang berdampak terhadap kecepatan dan akurasi pelayanan administrasi.
Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan nasional mengenai digitalisasi dan sistem merit dengan kesiapan kelembagaan di tingkat daerah.
3. Kinerja Aparatur BKPSDM dalam Peningkatan Kedisiplinan dan Tata Kelola Manajemen ASN
BKPSDM Kabupaten Deiyai telah menjalankan fungsi pembinaan disiplin ASN melalui monitoring kehadiran, sosialisasi regulasi, serta penerapan absensi dan pelaporan berbasis digital. Upaya tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola ASN.
Akan tetapi, tingkat disiplin ASN masih menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih konsisten. Pelaksanaan tata kelola ASN juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, terutama pada aspek efektivitas, efisiensi, dan integrasi sistem pelayanan kepegawaian.
Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Deiyai telah menunjukkan upaya perbaikan menuju tata kelola ASN yang lebih profesional dan berbasis sistem merit, namun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi pelayanan, dan budaya kerja aparatur agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Saran bagi BKPSDM Kabupaten Deiyai
BKPSDM perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang teknologi informasi, pengelolaan data ASN, dan manajemen kepegawaian berbasis digital. Selain itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja ASN agar implementasi e-kinerja dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.
BKPSDM juga perlu mempercepat integrasi data kepegawaian melalui optimalisasi SIASN dan pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih sederhana, cepat, dan akurat.
2. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai
Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu memberikan dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai untuk memperkuat infrastruktur digital, akses internet, serta pengembangan kompetensi ASN.
Selain itu, pimpinan daerah dan kepala OPD perlu meningkatkan pengawasan terhadap disiplin ASN dan menerapkan sistem reward and punishment secara konsisten guna membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
3. Saran bagi Pengembangan Kebijakan ASN
Implementasi kebijakan ASN berbasis sistem merit dan digitalisasi perlu disertai pendekatan yang adaptif terhadap kondisi daerah 3T, termasuk Kabupaten Deiyai. Pemerintah pusat dan instansi pembina kepegawaian perlu memberikan pendampingan teknis serta dukungan kebijakan yang mempertimbangkan keterbatasan geografis dan kapasitas daerah.
4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan ruang lingkup kajian yang berfokus pada BKPSDM Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif antar daerah, memperluas variabel penelitian, atau menggunakan pendekatan kuantitatif dan mixed methods guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tata kelola manajemen ASN di wilayah Papua dan daerah 3T.
Dengan adanya berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan ASN di Kabupaten Deiyai dapat berkembang menuju sistem yang lebih profesional, akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip good governance serta agenda reformasi birokrasi nasional.
 
Terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat,penyertaan serta tuntunannya, juga semua pihak yang berkontribusi dalam membatu saya hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan boleh sampai pada tahap ini. 
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Abstract:


 


The management of Civil Servants (Aparatur Sipil Negara / ASN) is a 


strategic aspect of regional governance because it directly affects the quality of 


public services and the success of bureaucrati


c reform. The Regional Personnel 


and Human Resource Development Agency (Badan Kepegawaian dan 


Pengembangan Sumber Daya Manusia / BKPSDM) plays a central role in 


implementing ASN management functions, including workforce planning, 


competency development, pe


rformance appraisal, and career management. 


However, Deiyai Regency continues to face several challenges in ASN 


management, including low employee discipline, suboptimal implementation of 


e


-


performance systems, limited competency development programs, manu


al 


credit point assessment (Penetapan Angka Kredit / PAK), weak integration of 


personnel data, and limited institutional capacity of BKPSDM personnel. These 


conditions indicate a gap between the demands of merit


-


based and digitally 


supported ASN management


 


and the realities of implementation at the 


regional level.


 


This study aims to evaluate the performance of BKPSDM personnel in Deiyai 


Regency in improving ASN management governance. The study employs a 


qualitative approach with an evaluative research desig


n. Data are collected 


through interviews, observation, and documentation, while data analysis uses 


the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, 


data display, and conclusion drawing. Data validity is ensured through source 


tria


ngulation, technique triangulation, and member checking.


 


This research applies good governance as the grand theory, emphasizing the 


principles of accountability, transparency, effectiveness, efficiency, 


responsiveness, and rule of law in public governance.


 


The performance 


evaluation of BKPSDM is analyzed through the dimensions of effectiveness, 


efficiency, service quality, responsiveness, and accountability to assess the 


extent to which personnel performance supports the implementation of merit


-


based ASN ma


nagement in Deiyai Regency. The findings are expected to 


provide a comprehensive understanding of BKPSDM performance and serve as 


a basis for strategic recommendations to improve ASN management 


governance and strengthen bureaucratic reform in Deiyai Regenc


y.
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